
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.999, 2018  KEMENHUB. Penatausahaan BMN. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 70 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA    

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan 

Pasal 77 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan, perlu diatur ketentuan mengenai 

Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 

2010 tentang Penatausahaan dan PengeIolaan Rumah 

Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
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532/KM.6/2015 tentang Perubahan kelima atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara 

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 642); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 

/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan 

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2158); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 814); 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

837); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK 

NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan 

Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga yang 

selanjutnya disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga. 

3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU 

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya 

diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN. 

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMN. 

6. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja 

atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya. 

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan 

penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna 

Barang/Pengguna Barang, dan pada Pengelola Barang.   

9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang  yang 

selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang 

melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Satuan 

Kerja/Kuasa Pengguna Barang. 

10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah 

yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit yang 

membantu Pengguna Barang dalam melakukan 

penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja 

lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W oleh Pengguna 

Barang. 

11. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I 

yang selanjutnya disingkat UAPPB-EI adalah unit yang 

membantu Pengguna Barang dalam melakukan 

penatausahaan BMN pada tingkat Unit Eselon I 

Pengguna Barang. 

12. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya 

disingkat UAPB adalah unit yang melakukan 

penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. 

13. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan 

BMN  ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna 

Barang/Kuasa  Pengguna Barang dan  Pengelola Barang 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
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